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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
NO M OR 8  TAHUN 2000 

TENTANG: 

£ 

Menimbang 

Menginget 

SUMBER PENDAPAT AN DESA 

a. bahwa desa sebagai suatu kesaluan masyarakat 
hukum yang mempunyai organisasi pemerinlahan 
memilki kewenangan mengalur dan mengurus 
kepenlingan masyarakalnya sendri, dalam 
melaksanakan lugasnya memedukan du.kungan 
dana yang memadai; 

b. bahwa unluk adanya dukungan dana sebagaimana 
dmaksud dalam huruf a, pedu mengalur cumber 
pendapalan desa dengan peraluran daerah. 

1 .  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang 
Pemeinlahan Daerah Kabupalen dalam 
Lingkungan Jawa Baral Berila Negara Tahun 1950 
Nom or 8); 

2. Undang-undang .. . .•  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOGOR, 
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2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang 
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomar 25 Tahun 1999, tenlang 
Perimbangan Keuangan Anlara Pemerinlah Pusat 
dan Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan L embaran Negara Nom or 3848); 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 63 Tahun 
1999 tentang Pelunjuk Pelaksanaan dan 

Penyusuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan 
Pemerinlahan desa dan kelurahan; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1999 tentlang Pedoman Umum Pengaluran 
Mengenai Desa. 

Dengan perselujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA. 

BAB I  .  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan: 

1. Pemerinlah Pusal yang selanjulnya disebul 
pemerinlah adalah perangkatl Negara Kesaluan 
Republik Indonesia yang terdri dari presiden 
beseta para mentei; 

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerinlah Propinsi 
Jawa Baral; 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah 
Kabupaten Bogar; 

4. Bupali adalah Bupali Bogor; 

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah desa-desa yang berada d Kabupaten 
Bog0r, 

6. Pemerinlah desa adalah kepala desa atau yang 
dsebut dengan nama lain dan perangkat desa; 

7. Badan Perwakilan Desa alau yang dsebut 
dengan nama lain yang selanjutnya dis ebut BPD 

adalah badan perwakilan yang terdri alas 
pemuka-pemuka masyarakat yang ada d desa 
yang befungsi mengayomi adal isliadal, 
membual peraluran desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 
melakukan pengawasan lerhadap 
peny elenggaraan P em erintahan Desa; 

8.Peraluran .. . . . .  
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8. Peraluran desa adalah peraturan yang 
dtelapkan leh kepala desa selelah mendapat 
pers etujuan badan perwakilan desa; 

9. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan 
sumber penghasilan bagi desa yang 
bersangkutan; 

10. Perimbangan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah adalah suatu sistem 
pembiayaan pemerintahan dalam kerangka 
negara kesatuan, yang mencakup pembagian 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Oaerah 
serla pemeralaan anlar-Daerah secara 
prop orsional, demokratis, adi, dan transparan 
dengan memperhalikan polensi, kondsi, dan 
kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajban 
dan pembagian kewenangan serla lala cara 
peny elenggaraan kewenangan tersebul, 
termasuk pengelolaan dan pengawasan 
keuangannya; 

1 1 .  Pengurusan dan Pengeldaan Sumber 
Pendapatan Desa yang selanjulnya dsebut 
pengurusan dan pengellaan adalah pengaluran 
dan perencanaan penggunaan penghasilan dari 
sumber pendapatan dan kekayaan desa yang 
dlakukan pemerinlah desa untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan 
pembangunan desa dengan baik; 

12. Pengawasan Sumber Pendapatan Oesa yang 
celanjulnya dsebut pengawasan adalah 
pengawasan yang dlakukan leh BPD dan 
bupali atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya 

terhadap .. . . . .  
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terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber 
sumber pendapalan dalam rangka 
penyelenggaraaan Pemerintahan Desa dengan 
baik. 

13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari 
sualu kelompok masyarakat dengan kesadaran 
dan inisiatif sendri mengadakan ikhfiar kearah 

pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun 
jangka panjang yang drasakan dalam kelompak 
masyarakat ilu. 

14. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu 
kelompok masyarakat dengan kesadaran dan 
inisialif sendri unluk ikul serla bekerja sama 
lanpa adanya unsur paksaan. 

15. Golong royong adalah bentuk kerjasama yang 
sponlan dan sudah melembaga serla 
mengandung unsur-unsur timbal balk yang 
bersifat sukarela anlara warga desa derigan 
Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan 
yang insidenlil maupun berkesinambungan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
bersama. 

BABU 

SUMBER PENDAPATAN DESA 

Pasal 2 

(1) Sumber pendapatan desa terdri dari :  

a. pendapalan .. . . . .  
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a. pendapalan asli desa; 

b. bantuan dari P em erinlah Kabupal en; 

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah 
Propinsi; 

d. sumbangan dari pihak ketiga; dan 

e. pinijaman desa. 

(2) Pendapalan asli desa sebagaimana dmaksud 
dalam ayat (1) huruf a terdri dari : 

a. hasi usaha desa; 

b. hasil kekayaan desa; 

c. hasi swadaya dan partisipasi; 

d. hasi gotong roy ong; 

e. lain-Hain pendapalan asli desa yang sah. 

(3) Pendapalan yang berasal dari Pemerinlah 
Kabupaten, m eliputi: 

a. bagian dari peradehan pajak daerah dan 
relribusi daerah dan 

b. bagian dari dana perimbangan keuangan 
Pemerintah dan Oaerah yang dterima 
leh Pemerinlah Kabupaten, yang berasal 
dari Pemerinlah dan Pem erintah Propinsi; 

(4) Pendapalan yang berasal dari sumbangan pihak 
keliga yang tidak mengikal. 

() Pendapalan yang berasal dari pinjaman desa, 

melipuli: 

a. Bank . 
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a. Bank Pemerintah unit desa; 

b. Bank swasla unit desa; 

c. Pinjaman lain dari badan usaha dbidang 
moneler. 

Pasal 3 

Kekayaan desa m elipuli : 

a. lanah kas desa; 

b. pasar des3; 

c. bangunan milk desa; 

d. objek rekreasi yang durus oleh desa; 

e. pemandan umum dan objek wisala yang 
diurus oleh desa; 

f. jalan desa; 

g. pemakaman umum yang durus oleh desa; 

h. hutan desa; 

i. pelelangan ikan yang dkelola leh desa; 

j. lain-lain kekayaan milk desa. 

BAB 111 . 
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BAB III 

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 4 

Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus 

oleh Pemerinlah Desa dan dmanfaatkan 
sepenuhnya untuk kepenlingan masyarakat baik 
penyelenggaraan pemerintahan desa maupun 
pembangunan desa. 

Pasal 5 

Tala cara pemungulan dan besarnya pendapalan 
yang dperdeh dari sumber-sumber pendapalan 
desa sebagaimana dmaksud dalam pasal 2 ayat 
(1) huruf a dtetapkan dengan peraturan desa. 

Pasal 6 

Perencanaan pengunaan pendapalan dari sumber 
sumber pendapatan desa sebagaimana dmaksud 
dalam pasal 2 dlelapkan dalam Anggaran 
Pendapalan dan Belanja Desa. 

Pasal7 . . . . . . .  
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Pasal 7 

Pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan 
dan kekayaan desa dakukan oleh BPD, aparat 
pengawas fungsional, dan alau perangkat daerah 
berdasarkan peraluran perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 8 

T anah kas desa dlarang dalihkan haknya kepada 
pihak lain kecuali dperlukan untuk kepenlingan 
proyek-proyek pembangunan yang dtelapkan 
dengan peraluran desa, dserlai kewajban unluk 
memberikan ganti rugi yang sekurang-kurangnya 
sebanding. 

BABIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Desa larang melakukan pungulan 
lambahan terhadap sumber pendapalan yang 
berada d desa baik pajak maupun retribusi 
yang sudah dpungut leh Pemerintah, 
Pemerintah Propinsi, alau Pemerinlah 
Kabupaten. 

(2)Besamya . . . . . . .  
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(2) Besarnya pendapatan desa yang berasal dari 
bagian perdehan pajak daerah dan retribusi 
daerah, dtelapkan dengan peraluran daerah. 

Pasal 10 

Pinjaman desa, usaha desa dengan cara 
membentuk badan usaha milk desa, sumbangan 
dari pihak keliga dan kerjasama dengan pihak 
keliga, dlaksanakan berdasarkan peraluran 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Dengan belakunya peraluran daerah ini, maka 
semua kelenluan yang mengalur sumber 
pendapalan dan kekayaan desa, pengurusan dan 

pengawasannya dan ketentuan-ketenluan lain yang 
betentangan dengan peraluran daerah ini 

dinyalakan tidak berlaku. 

Pasal 12 

Hal-hal lain yang belum cukup dalur dalam 
peraluran daerah ini sepanjang mengenai 
pelakcanaannya dtelapkan lebih lanjut leh bupali. 

Pasal 13 . . . . . . .  
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Pasal 13 

Peraluran daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
dundangkan. 

Agar seliap orang dapal mengelahuinya, 
m em erinlahkan pengundangan peraluran daerah ini 

dengan penempatannya dalam lembaran daerah. 

Ditetapkan d Cibinong 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

BUP ATI BOGOR, 

ttd 

AGUS UT ARA EFFENDI. 

Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOGOR, 

ttd 

DUDDY SUJUDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2000 NOMOR 18 



Salinan sesuai dengan aslinya 

I 
ASISTEN TA A PR A 
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Ors. H. Y 

l 
P E M B I  A  

NIP. 010.081.222. 


